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Artinya :

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan _janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan
(hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika
mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik,
dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

(QS. Ath-Thalagq : 6).
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ABSTRAK

Nama : NETI AMRINA

NIM 23103 066

Judul : KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK SETELAH
TERJADINYA PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Peristiwa perceraian, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak.
Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang
sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga
mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam
perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang
paling dibenci Allah swt. Bagi anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya
merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk
bagi perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling
menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya. Di antara kewajiban orang tua
terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk
memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun
kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu
perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memben
nafkah kepada anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendirt.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana tentang
kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ? Bagaimana tentang kewajiban
memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua menurut
Hukum Islam 2. Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang kewajiban member
nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta untuk mengetahui kewajiban memberi nafkah
terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua menurut Hukum Islam.
Kegunaan penelitian untuk memberi wacana baru bagi masyarakat tentang hukum
Islam khususnya hukum keluarga kaitannya dengan masalah kewajiban pemberian
nafkah terhadap anak baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun
menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (/ibrary reseach) dengan pendekatan
kualitatif Metode pengumpulan data dalam genelitian ini dokumentasi. Adapun
dalam menganalisis data peneliti menggunakanmetode deduktif, metode komparatif
dan content analysis. *’

~ Hasil penelitian adalah Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya,
baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai hal ini
didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa
menurut hukum Islam apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan
memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi,
kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap, tidak menjadi gugur.
Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan
nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat
diperhitungkan sebagai utang ayah yang pada saat berkemampuan dapat ditagih
untuk mengembalikannya.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Bekalang Masalah

Perkawinan disyariatkan dengan berbagai macam tujuan yang hendak
dicapai, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan dari pada perkawinan adalah
membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah untuk mengembangkan
keturunan sehingga kelestarian hidup manusia akan terjaga.

Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia
jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan
keturunan itu menjadi hak anak-anak mengingat satuan-satuan keluarga
dengan ikatan yang kuat, sehingga keharmonisan keluarga yang memnjadi
tujuan perkawinan akan tercapai. Setiap ibu bertugas menolak hal-hal yang
menghinakan dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap anak, demikian

juga setiap ayah bertugas memelihara keturunannya dan keturunan anak

cucunya agar jangan sampai sia-sia.’

Dapat dipastikan bahwa untuk mewujudkan Kketurunan yang
berkualitas dan saleh, bukanlah suatu pekerjaan mudah. Tugas ini memerlukan

keseriusan dan kesinambungan, dan harus ada secara khusus orang yang

menyediakan waktu untuk itu. Begitu penting kesungguhan dan

' Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar, Sejarah, Hambatan
dan Prospelmya, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), him. 43,



kesinambungan dalam memelihara dan mendidik anak keturunan, sehingga hal
itu mendapat perhatian besar dan mendasar dalam kajian hukum Islam.

Orang tua adalah orang yang pertama bertanggung jawab untuk
membayarkan hak-hak anak keturunan mereka. Namun, tidak jarang tugas
seperti itu menjadi terputus, baik atas kehendak suami-istri, maupun di luar
kehendak mereka berdua. Suatu perceraian (khusus pada cerai hidup),
meskipun barangkali bisa melegakan hati dua belah pihak, tetapi sudah pasti
merupakan pengalaman pahit bagi sang anak, masalahnya tidak akan lebih
sederhana bagi anak, bilamana perpisahan kedua orang tuanya disebabkan
salah satunya meninggal dunia. Anak kehilangan salah satu tempatnya
menggantungkan diri. Baik dalam hal pertama maupun dalam hal kedua,
bilamana pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap anak itu tidak cukup
ambil peduli, maka akan terbuka peluang bagi perkembangan anak yang tidak
terarah, menghadapi masa depan yang tidak cerah.

Dalam hukum Islam, segala kemungkinan negatif itu secara teoritis
telah diantisipasi dengan menetapkan aturan-aturan, siapa yang seharusnya
mengasuh dan mendidik anak bila terjadi perceraian, batk cerat hidup maupun
cerai mati, dan apa persyaratan pada diri seorang yang dianggap cakap untuk
melakukan tugas ini. Aturan-aturan ini dibuat secara ketat, karena tanpa tu,

hak-hak anak menjadi terabaikan.?

2 Y Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,

(Jakarta: Prenada Media, 2002), him. 224,



Terhadap putusnya perkawinan karena perceraian, yang paling terkena
dampaknya adalah anak-anak. Oleh karena itu diperlukannya perlindungan
terhadap anak-anak, khususnya menyangkut pemberian nafkah sampai anak-

anak menjadl dewasa.

Walaupun secara normative tidak diatur akibat hukum terhadap orang
tua yang melalaikan pemberian nafkah kepada anak-anak setelah perceraian
orang tuanya, akan tetapi jika memperhatikan bunyi Pasal 41 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka jelaslah
bahwa yang berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anak adalah
ayahnya dan jika si ayah tidak mampu maka ibunya dapat memikul tanggung

jawab tersebut.

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974

(1) Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memehhara dan
mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan
anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,
pengadilan memberikan keputusannya.

(2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan
dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam
kenyataan tidak dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya

tersebut.
(3) Pengadilan dapat mewajiban kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu

kewajiban bagi bekas istr1.

Pasal 149 Kompilai Hukum Islam

(1) Memberi nafkah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa
uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut gobla al-dukhul.

(2) Memberi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama
dalam iddah, kecuali bekas istri tidak dijatuhi talak ba’in atau
nuyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

(3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh
apabila qobla al-dukhul.



(4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun.’

Dari bunyi pasal tersebut di atas dianalogikan bahwa kewajiban orang
tua adalah merupakan hak bagi anak-anak untuk diberi natkah oleh orang
tuanya setelah terjadi perceraian.

Mengenai hak nafkah terhadap anak ini, ada dua teori yang
menyatakan :

1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi
(Berlangen Theori dari Rudolf Van Jhering). Teori ini merumuskan bahwa
hak itu merupakan suatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang
dilindungi oleh hukum.

2. Teori yang dianggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan
kekuatan (Wilsmacht Theori dari Bemhard Winscheid). Teori 1m
mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi
dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepda yang
bersangkutan.’

Berpijak kepada teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa anak-anak
mempunyai hak untuk memperoleh nafkah dari orang tua setelah perceraian,
jika orang tua melalaikan pemberian nafkah tersebut, maka akibat hukum yang
timbul adalah anak-anak dapat mengajukan tuntutan, yakni dengan cara

mengajukan gugatan ke Pengadilan Agaa yang meliputi tempat kediaman

3 Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum
Indonesia, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), him. 123
4 H. Satria Effendi M. Zein, Op.Cit., him, 227.



orang tuanya, agar anak-anak memperoleh natkah dan orang tua, sampal

anak-anak menjadi dewasa.

Adapun untuk batasan pemberian nafkah terhadap anak, tata cara
pemberian nafkah kepada anak, bentuk atau macam pemberian nafkah kepada
anak baik menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam harus
diterangkan secara jelas.

Dari uraian di atas, penulis tertarik dan sengaja mengangkat judul
skripsi yang berjudul : “KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP
ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN ORANG TUA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM
ISLAM”. Adapun alasan penulis membahas judul tersebut adalah sebaga
berikut :

1. Pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, akan
tetapi ada kalanya oleh sebab-sebab tertentu mengakibatkan perkawian
tidak dapat diteruskan atau putus. Terhadap putusanya perkawinan karena
perceraian ini yang paling terkena dampaknya adalah anak-anak, oleh
karena itu diperlukan perlindungan terhadap anak, khususnya menyangkut
pemberian nafkah kepada anak.

2. Masalah nafkah merupakan mésalah yang serius yang berkaitan erat
dengan kelangsungan hidup sang anak. Baik ibu atau bapak tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai

penguasan anak, Pengadilan memberikan keputusannya.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menuliskan masalah
sebagai berikut :

1. Bagaimana tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah
terjadinya perceraian orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 7

2. Bagaimana tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah

terjadinya perceraian orang tua menurut Hukum Islam ?

. Penegasan Istilah

Agar terjadi persamaan persepsi dalam pembahasan, maka penulis
memandang perlu untuk memberikan uraian singkat tentang beberapa istilah
yang digunakan dalam judul skripsi ini, antara lain :

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak dapat
ditinggalkan. Sesuatu itu dapat berupa tindakan-tindakan yang dilakukan
manusia itu sendiri baik kepada masyarakat, alam semesta, dan kepada

Tuhanny::l.5
Nafkah adalah terambil dari kata nafagah ( AN\ ) yang

artinya “mengeluarkan™® Dalam Ensiklopedi Hukum Islam nafkah adalah

* Drijarkara, Pertjikan Filsafat, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1966 ), him, 92.
S Aliy As’ad, Terjemah Fathul Mu'in Jilid III, (Jakarta: Menara Kudus, 1979), him. 197.



mengeluarkan yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang
baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung j.19:@7*.!:;11)1'1ya.jr

Anak adalah orang yang berumur 6-12 tahun.® Dan secara biologis
Kretshmer, S. Freued dan Montessori menggolongkan usia anak antara 0-20
tahun, Dalam penulisan ini penulis menggunakan umur 0-20 tahun.

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan
istri.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang
mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan dituangkan pada
tanggal 02 Januari 1974."

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah

dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam."’

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian, bahwa maksud dari
judul skripsi ini adalah sebuah penelitian ilmiah tentang sesuatu yang harus
dilakukan dan tidak dapat ditinggalkan dalam memberi nafkah terhadap anak
setelah terjadinya perpisahan perkawinan orang tuanya menurut Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

7 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Bamm Van Hoeve,

2001), him. 1281.
8 Agus Sujanto, Psikologi Perkembangan, (Jakarta : Aksara Baru, 1984), him. 56.
? Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Humaniora Utama Press,

1992), him. 5.
10 1 Asro Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta:

Bulan Bintang, 1978), him. 34,
i1 Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),

him. 7-12.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan pada pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan
yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni :
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah
terjadinya perceraian orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974.
b. Untuk mengetahui kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah
terjadinya perceraian orang tua menurut Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
a. Untuk memberi wacana baru bagi masyarakat tentang hukum Islam
khususnya hukum keluarga kaitannya dengan masalah kewajiban
pemberian nafkah terhadap anak baik menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Hukum Islam.
b. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat dalam rangka
menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemberian nafkah terhadap

anak setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tuanya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan tentang kewajiban memberi natkah terhadap anak
setelah terjadinya perceraian orang tua terdapat beberapa buku yang

membahas masalah tersebut, di antaranya adalah sebagai benkut :



Tbnu Rusyd dalam bukunya yang berjudul Bidajarul Mujtahid
menjelaskan tentang besarnya nafkah yang diberikan kepada istri, bahwa
menurut pendapat Imam Syafi’i keadaan suamilah yang menjadi ukuran

nafkah, jadi menurut kaya atau miskinnya.'? Alasannya ialah firman Allah

Surat At-Thalaq ayat 7 :

r At

~ Ty ‘...-_":: & jg‘ ., :‘: - o w o . A
™ """1 : ¥ = » '."
Y dﬂM‘nLﬂ-fuf-‘-:b-’MJ_g,.. I opey AR oph DR :"(.3:‘-""31‘—
Z o)

\o

ot
e sy o

-y - PP T i o ‘_,E'._,-' - o -
E9) Loy g ) Jamnls RN IEr A e .

&R

Artinya :
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta
yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak
akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. At-Thalaq : 7). *
Menurut pendapat lain dalam mazhab Hanafi yang menjadi ukuran
ialah keadaan suami-istri bersama-sama karena untuk menjaga kepentingan

keduanya. Jadi kalau kedua-duanya adalah orang kaya, maka suami harus

memberikan nafkah tingkat tinggi. Kalau keduva-keduanya adalah orang

miskin, maka suami memberikan nafkah tingkat rendah. Kalau tingkatan
kekayaannya tidak sama, maka suami harus mengeluarkan nafkah tingkat
sedang, artinya kurang dari nafkah tingkat tinggi, tetapi lebih banyak dan
nafkah tingkat rendah. Kalau suami adalah orang miskin, maka 1a memberikan

menurut kemampuannya dulu, sedang kekurangannya menjadi hutang suami

2 Thnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid; Analisa Figih Para Mujtahid, (Jakarta: Pustaka

Amani, 2002), him. 409,
'3 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra,

1995), him. 415.
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yang harus dilunasi apabila ia sudah mempunyai kecukupan. Alasan pendapat

tersebut adalah firman Allah Surat Al-Baqgarah ayat 233 :
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Artinya ;

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang
ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin
menyapih  (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan Jika kamu ingin
anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila
kamu memberikan pembayaran menurwt yang patut. bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu
kerjakan”. (QS. Al-Baqarah : 233). 1

Abdul Gani Abdullah dalam bukunya yang berjudul Pengantar
Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang hadlanah, bahwa anak yang
sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan Adhanah dari ayah atau

ibunya. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin

'% Ibid, him. 133.
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keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah
telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan
Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang
mempunyai hak hadhanah pula. Semua biaya hadhanah dan natkah anak
menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya
sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Pembaharuan
Pemikiran Dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa persoalan harta bersama
dalam perkawinan pada dasarnya tidak dikenal dalam Hukum Islam,
sebagaimana tidak dikenalnya dalam kitab-kitab figih. Hal ini sejalan dengan
asas pemilikan secara individual, di mana atas dasar asas ini suami wajib
memberikan nafkah kepada istrinya berupa biaya hidup dan segala
kelengkapannya, demikian pula terhadap anak-anaknya.'®

H. Satria Effendi M. Zein dalam bukunya yang berjudul Problematika
Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan
Pendekatan Ushulliyah yang menjelaskan tentang hadhanah. Di samping
sudah baligh, berakal, dan beragama Islam, juga ada syarat yang lain di

antaranya : '

a. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik
anak yang diasuh, dan tidak terikat dengan pekerjaan yang bisa

mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.

13 Abdul Gani Abdullah, Op.Cit, him. 124,
' Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam, (Padang: Angkasa

Raya, 1990), him. 158.

'"H, Satria Effendi M. Zein, Op.Cit., him, 224,
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b. Dapat dipercaya memegang amanah, sechingga dapat menjamin
pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlagnya, banyak melakukan dosa
seperti : berzina, minum khamar, main judi, tidak layak melakukan
hadhanah atau menjadi wali anak.

Selain dari beberapa referensi di atas, juga ditemukan penelitian
tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak, antara lain :

Skripsi milik Arif Rudiansyah yang berjudul "Hak Pengasuhan Anak
Akibat Perceraian Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, mengatakan bahwa orangtua
adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membesarkan dan memenuhi
kebutuhan anak, orangtua lalu merasa berhak melakukan apapun terhadapnya
melalui berbagai dalih agama, termasuk prinsip “demi kebaikan anak”.™®

Skripsi milik Farid Ma’ruf yang berjudul “Hak Asuh Anak Pasca
Perceraian”, menjelaskan bahwa jika anak belum mencapai fase famyiz
(berakal), maka ibu tetap berkewajiban mengasuh anaknya. Jika ibu tidak
mampu mengasuh anaknya (misalnya karena : kafir/murtad, tidak waras, dan
sebab syar’i lainnya yang tidak memungkinkan dia mengasuh dan mendidik
anak), maka pengasuhan dapat dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak)
hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua yang tergolong mulai dari

ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya tidak mampu mengasuh maka

18 Arif Rudiansyah, Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Hukum
Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Skripsi Pendidikan

Agama Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), him. 9.
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menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh yang
mumpuni untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.'”

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan permasalahan tentang
kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang
tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, yang di
dalamnya akan mengulas lebih mendalam tentang hak yang diperoleh anak

setelah terjadinya perceraian orang tua baik secara undang-undang maupun

dalam hukum Islam.

. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi inl adalah
sebagail berikut :
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini berjenis kepustakaan (library reseach), artinya
berusaha memperoleh data baik primer maupun sekunder, melalui tulisan
baik data, opini, maupun komentar dalam buku referensi.’’ Pendekatan
yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam melakukan
penelitian berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, Jalu
dihubungkan untuk mendapat suatu kebenaran yang valid sehingga penulis

dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan secara alamiah.

19 Farid Ma'ruf, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, Skripsi Pendidikan Agama Islam,

(Yogyakarta: UIN Jogyakarta, 2007), him. 10.

20 Winarno Surachman, Pengantar Ilmiah, (Bandung: Tarsito, 1982), him. 13.
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2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara membaca dan meneliti
al-Qur'an, al-Hadits, Kitab-Kitab Figih Undang-Undang Perekonomian,
Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku yang berkaitan dengan mater
yang dibahas, yakni hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban memberl
nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceralan orang tua.

Kemudian data-data tersebut dipilah-pilah dan dikelompokkan
sesuai dengan sifatnya masing-masing guna mempermudah penulis dalam
proses analisis data.

3. Metode Analisis Data
a. Metode Deduktif
Metode Deduktif yaitu pembahasan didasarkan pada pola
pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam
pengertian khusus,”’ ketentuan umum syariat tentang kewajiban
memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua
ditarik pada realita yang ada di negara Indonesia sehingga ketentuan
yuridisnya yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dapat
diambil kesimpulannya.
b. Metode Komparatif
Metode komparatif vaitu suatu metode yang digunakan untuk
memperoleh suatu kesimpulan dengan membandingkan antara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

21 gutrisno Hadi, Metodologi Research 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 42.
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dalam membahas kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah
terjadinya perceraian orang tua.
Metode Content Analysis

Menurut Hadari Nawawi sebagaimana dikutip oleh Sogjono
dan Abdurrahman mengemukakan bahwa analisis isi dalam penelitian
dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang
menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku
itu ditulis. Dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku
dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan
waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku
tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan
kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Informasi
tentang sebuah buku atau beberapa buku yang dibandingkan akan
sangat berguna bagi pengembangan penulisan buku sejenis di masa-
masa mendatang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang
memerlukan.®® Metode ini penulis pergunakan khususnya dalam
pembahasan bab IV dan tidak menutup kemungkinan metode 1ni juga
penulis gunakan dalam bab II dan bab I11.

Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah menafsirkan
atau memaknai hasil akhir tersebut. Penafsiran atau pemaknaan hasil
analisis bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian ini. Penarikan

kesimpulan berdasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih

%% Sarjono Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta:

Rineka Cipta, 1999), him. 12-14.
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spesifik yang telah disajikan sebelumnya. Hasil analisis merupakan
jawaban dari masalah penelitian kewajiban memberi natkah terhadap
anak setelah terjadinya perceraian orang tua menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan menarik suatu kesimpulan, maka penulis akan
menyusun skripsi ini ke dalam lima bab yang antara satu Bab dengan Bab
yang lain saling berkaitan.

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang menjelaskan orientasi dan
arah yang akan dicapai dalam penelitian meliputi : Latar Belakang Masalah,
Perumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,
Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak
Menurut Islam, meliputi : Pengertian Nafkah, Dasar Hukum Memben Natkah,
Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Memberi Nafkah, Klasifikasi Natkah
Menurut Hukum Islam, serta Kadar Nafkah Menurut Hukum Islam.

Bab ketiga berisi mengenai kewajiban memberi nafkah terhadap anak
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meliputi : Sejarah
Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengertian Nafkah
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dasar Hukum Nafkah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kewajiban Memberi
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Nafkah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian Orangtua Menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Bab empat akan membahas mengenai Analisa Kewajiban Memberi
Nafkah Terhadap Anak Setelah Perceraian Orang Tua, meliputi . Analisa
Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Anak Setelah Perceraian Orang Tua
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Analisa Kewajiban Memberi
Nafkah Terhadap Anak Setelah Perceraian Orang Tua Menurut Hukum Islam,
serta Analisa akibat hukum bagi orang tua yang melalaikan pemberian nafkah
terhadap anak setelah perceraian orang tua menurut Undang-Undang Nomor i
Tahun 1974 dan Hukum JIslam.

Bab kelima yang merupakan bab penutup skripsi ini yang berisi

kesimpulan yang memuat hasil penelitian dan saran-saran.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis

ambil adalah :

1.

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya
orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang
fua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai hal ini
didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974.

Bahwa menurut hukum Islam apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapt
mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi
penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada
anak-anaknya itu tetap, tidak menjadi gugur. Apabila ibu anak-anak
berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-
anaknya vyang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapt dapat
diperhitungkan sebagai utang ayah yang pada saat berkemampuan dapat

ditagih untuk mengembalikannya.

58



B. Saran-saran
Berdasarkan uraian di atas dapat disarankan:

1. Hendaknya masalah kewajiban memberi nafkah terhadap anak mendapat

perhatian dari instansi terkait terutama lembaga Pengadilan Agama. Karena
banyak suami istri yang mengajukan gugatan perceraian tidak mengetahui hak dan
kewajiban masing-masing. Maka harus diadakannya penyuluhan-penyuluhan kepada
para pihak-pihak terkait tentang undang-undang perkawinan dan aturan-aturan
lainnya, agar nafkah anak diperhatikan.

2. Hendaknya bagi pemerintah untuk membuat suatu peraturan perundang-
undangan yang mewajibkan kepada setiap perceraian suami istri untuk

menjalankan kewajiban-kewajiban suami istri pada masa iddah, serta memberikan

sanksi apabila suami maupun istri tidak memberikan nafkah tersebut.

59
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